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No.

IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA
GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK

KEPENTINGAN SENDIRI

KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)

d) Koordinat (Titik Awal dan Titik Akhir)

e) Spesifikasi Pipa: Diameter (Inch),
Panjang (km), Kapasitas Desain Pipa
(MMSCFD)

f) Total Kapasitas Pipa Terpakai (Utilized
Capacity)

g) Sumber Pasokan

h) Lokasi Titik Terima

i) Volume di Titik Terima (MMSCFD)

j) Lokasi Titik Serah

k) Volume di Titik Serah (MMSCFD)

6) Saluran pengaduan masyarakat:
Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.

X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

KBLI terkait:
49120: Angkutan Jalan Rel untuk Barang
49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa

=

oo a0

49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus

50133: Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus

50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
51202: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri

untuk Kargo

Ruang Lingkup

a. Standar ini mengatur dan menetapkan
batasan  tentang  persyaratan  dalam
penyelenggaraan pelayananan Izin Usaha

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

Badan Usaha Pengangkutan Migas yang
meliputi kegiatan pemindahan minyak
bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, Liquefied Petroleum Gas, Liquefied
Natural Gas, Compressed Natural Gas,
dan/atau hasil olahan (kecuali pelumas,
petrokimia dan aspal) baik melalui moda
darat termasuk kereta api, moda air
termasuk laut, sungai dan danau dan/atau
moda udara serta pengangkutan melalui
pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk

tujuan komersial.

. Standar ini disusun sebagai panduan bagi

Badan Usaha untuk mendapatkan Izin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
dari Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, dalam rangka menjamin
pelaksanaan dan pengendalian usaha
pengangkutan minyak dan gas bumi secara
transparan, menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian minyak dan gas
bumi secara efisien dan efektif untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri serta
menjamin keselamatan dan kesehatan kerja,
pengelolaan lingkungan hidup dan untuk
memitigasi risiko serta dampak yang

mungkin terjadi.

Istilah dan

Definisi

. Minyak Bumi adalah hasil proses alami

berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa
fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin
mineral atau ozokerit dan bitumen yang

diperoleh dari proses penambangan, tetapi
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas
yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi.

c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya
disingkat BBM adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk
selain bahan bakar minyak dan/atau bahan
bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil
pengolahan minyak dan gas bumi baik
berupa produk akhir atau produk antara
kecuali pelumas dan petrokimia.

e. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya
disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang
dicairkan dengan tekanan untuk
memudahkan penyimpanan, pengangkutan,
dan penganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propana, butana, atau campuran
keduanya.

f. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya
disingkat LNG adalah Gas Bumi yang
terutama terdiri dari metana yang dicairkan
pada suhu sangat rendah (sekitar minus
160°C) dan dipertahankan dalam keadaan

cair untuk mempermudah transportasi dan

penimbunan.
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

g. Compressed Natural Gas yang selanjutnya
disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas
yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur
utama berupa metana (Cl) yang telah
dimampatkan dan dipertahankan serta
disimpan pada bejana bertekanan khusus
untuk mempermudah transportasi dan
penimbunan.

h. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil
olahannya dari Wilayah Kerja atau dari
tempat penampungan dan Pengolahan,
termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa transmisi dan distribusi.

i. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan
Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan
minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG, CNG
dan/atau hasil olahan baik melalui darat,
air, dan/atau udara termasuk
pengangkutan gas bumi melalui pipa dari
suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan
komersial.

j- Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak
dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat
sementara dalam rangka pembangunan
atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk
melakukan kegiatan usaha dan pengurusan
perizinan-perizinan dari instansi lain yang
diberikan kepada Badan Usaha sebelum
diberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak

dan Gas Bumi.
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No.

X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

k. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis
usaha yang bersifat tetap, terus menerus,
dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan

Umum Usaha

a. Persyaratan administratif Izin Usaha
Sementara/Izin
Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi:
1) Daftar Penerima Manfaat (Beneficial

Ownership); dan
2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung
b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15

hari kerja.

Persyaratan

Khusus Usaha

Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/izin
Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha
Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi:

a. Persyaratan Teknis:

Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak

dan Gas Bumi, untuk kegiatan:

1) Pengangkutan LPG moda darat atau laut
dengan fasilitas bottling plant, yaitu Studi
Kelayakan, paling sedikit memuat:

a) latar belakang

b) calon konsumen

c) skema usaha

d) rencana jenis, jumlah dan kapasitas
sarana pengangkutan

e) rencana produk, standar, dan mutu

produk yang diangkut




- 243 -

No.

X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

2)

f)

g)

h)

j)

rencana lokasi kegiatan usaha
(provinsi)

penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

analisa keekonomian (minimal biaya
investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

rencana pelaksanaan pembangunan
sarana dan fasilitas

Komitmen Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

moda pipa atau pengangkutan LPG moda

pipa dengan fasilitas bottling plant, yaitu

Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:

a)
b)
)
d)

g)

h)

j)

latar belakang

calon konsumen

skema usaha

rencana jenis, jumlah dan kapasitas
sarana pengangkutan

rencana produk, standar, dan mutu
produk yang diangkut

rencana lokasi kegiatan usaha
(provinsi)

penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

analisa keekonomian (minimal biaya
investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

rencana pelaksanaan pembangunan
sarana dan fasilitas

Komitmen Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

3) Kesepakatan yang mengikat atas
pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

sesuai dengan jenis kegiatannya.

Izin Usaha /Perpanjangan/Penyesuaian Izin
Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi,
untuk kegiatan:

1) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda darat atau
pengangkutan LPG moda darat dengan
fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:
(1) latar belakang
(2) konsumen
(3) skema usaha
(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana

pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

b) STNK apabila milik sendiri;

c) STNK dan perjanjian sewa apabila
sewa,;

d) Berita Acara Pemeriksaan

Keselamatan Peralatan yang
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk transport tank mengangkut
komoditas LPG, LNG, dan CNG);

e) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
yang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE); dan/atau

f) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE).

2) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda laut atau
pengangkutan LPG moda laut dengan
fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan

tenaga kerja lokal
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

3)

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

b) Gross akta kapal apabila milik sendiri;

c) Gross akta kapal dan Perjanjian sewa
apabila sewa,;

d) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
yang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE /SPPEK); dan/atau

e) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE /SPPEK).

Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas

Bumi dengan moda pipa atau

pengangkutan LPG moda pipa dengan

fasilitas bottling plant, yaitu:

a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal
(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)
(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa
b) Berita Acara Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan Peralatan
yang ditandatangani oleh petugas
Direktorat Teknik dan Lingkungan
Migas atau sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan
(untuk SPPBE dan instalasi pipa); dan
c) Persetujuan lingkungan (untuk
SPPBE).

4) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas
bumi dengan moda sungai dan/atau
danau, yaitu:

a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:
(1) latar belakang
(2) konsumen
(3) skema usaha
(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan

tenaga kerja lokal
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

b) Surat Tanda Register Kapal apabila
milik sendiri; dan/atau

c) Surat Tanda Register Kapal dan
perjanjian sewa apabila sewa.

5) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas

Bumi dengan moda udara, yaitu:

a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:

(1) latar belakang

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana

pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang dan Jasa

b) Izin Operasi dari Kementerian
Perhubungan; dan

c) Surat keterangan mengenai
kepemilikan Dangerous Goods

Handling Manual (DGHM) yang
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

mencakup Class Dangerous Goods
yang dapat diangkut.
6) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi dengan moda kereta api, yaitu:
a) Studi Kelayakan paling sedikit
memuat:
(1) latar belakang
(2) konsumen
(3) skema usaha
(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan
(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut
(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)
(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal
(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)
(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa
b) Izin Operasi beserta lembar
pengukuhannya dari Kementerian
Perhubungan; dan
c) Surat Pernyataan bermeterai telah
membuat dan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perkeretaapian (SMKP).
7) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi dengan moda pipa, yaitu:
a) Studi Kelayakan paling sedikit

memuat:

(1) latar belakang
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

BUMI

KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

b)

d)

(2) konsumen

(3) skema usaha

(4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana
pengangkutan

(5) produk, standar, dan mutu produk
yang diangkut

(6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

(7) penggunaan tenaga kerja asing dan
tenaga kerja lokal

(8) analisa keekonomian (minimal
biaya investasi, biaya operasional,
pendapatan angkutan)

(9) Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri Barang dan Jasa

Persetujuan lingkungan;

Berita Acara Pemeriksaan

Keselamatan Instalasi dan Peralatan

yang ditandatangani oleh petugas

Direktorat Teknik dan Lingkungan

Migas atau sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

Hak Khusus (khusus untuk

komoditas gas bumi).

b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan

khusus: paling lama 5 tahun

Sarana

Fasilitas dan sarana pengangkutan minyak dan

gas bumi, khusus untuk moda pipa transmisi

Gas Bumi wajib memiliki pipa transmisi dan

fasilitas pendukungnya pada ruas transmisi.
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS

No. BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202
6. Penilaian a. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1) Tingkat Risiko: Tinggi
Pengawasan 2) Penilaian terhadap kesesuaian

persyaratan administrasi dan teknis
untuk penerbitan Izin Usaha
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi dengan
melakukan verifikasi terhadap
persyaratan yang telah disampaikan,
serta dapat dilakukan klarifikasi dan
kunjungan lokasi ke Badan Usaha.
b. Pengawasan
1) Norma pengawasan
a) Pengawasan Rutin:
Cakupan:
Kepatuhan Badan Usaha kegiatan
usaha pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi untuk memenuhi standar
kegiatan dan kewajiban sebagai
berikut:
(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan
ketentuan yang berlaku.
(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan.
(3) Standar dan mutu (spesifikasi)
komoditas yang telah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.
(4) Pelaporan kegiatan usaha.
(5) Status dan masa berlaku Izin

usaha.
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(6) Kesesuaian Capaian Tingkat
Komponen Dalam Negeri Barang
dan Jasa.

(7) Kesesuaian antara data dan
dokumen di lapangan dengan
laporan badan usaha yang
disampaikan secara elektronik.

(8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

(1) Pengawasan laporan Badan Usaha
dilakukan terhadap laporan Badan
Usaha yang telah mendapatkan Izin
di bidang pengangkutan minyak
dan gas bumi melalui aplikasi
pelaporan online minyak dan gas
bumi.

(2) Inspeksi  lapangan ke lokasi
kegiatan dengan rincian kegiatan
dalam bentuk:

(@) kunjungan fisik/virtual;

(b) pengecekan  fisik dan/atau
dokumen terkait 1zin;

(c) tes/pengujian (apabila
diperlukan); dan/atau

(d) pembinaan  Konsumen  Gas
Bumi terkait pelaksanaan

kegiatan.

Intensitas:
(1) Pengawasan melalui laporan

Konsumen Gas Bumi dilaksanakan
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paling banyak 2 (dua) kali dalam
setahun untuk setiap lokasi usaha.
(2) Pengawasan melalui inspeksi
lapangan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ketersediaan
anggaran dan pelaksana

pengawasan.

b) Pengawasan Insidental:

Cakupan:

Pengawasan insidental dilakukan
pada waktu tertentu dan dilaksanakan
apabila ada laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat,
pelanggaran  terhadap  ketentuan
peraturan perundang-undangan,
kebutuhan data realisasi kegiatan
pada proyek prioritas pemerintah,
dan/atau kebutuhan pemerintah
lainnya yang ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Badan Usaha untuk

memenuhi standar kegiatan dan

kewajiban sebagai berikut:

(1) Kesesuaian skema kegiatan dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan.

(3) Spesifikasi komoditas yang telah

ditentukan.
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a)

b)

(4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu)
bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

(5) Status dan masa berlaku Izin.

(6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Cara:

Inspeksi lapangan ke lokasi usaha

dengan rincian kegiatan dalam

bentuk:

(1) kunjungan fisik/virtual,;

(2) pengecekan fisik dan/atau
dokumen terkait Izin Usaha;

(3) tes/pengujian (apabila diperlukan);
dan

(4) pembinaan Konsumen Gas Bumi
terkait pelaksanaan kegiatan

usaha.

2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan

Pelaksana melakukan tindak lanjut
laporan hasil pengawasan terhadap
laporan Badan Usaha dan/atau
tindak lanjut permohonan izin usaha
baru/penyesuaian/perpanjangan
atau kebutuhan data lainnya dengan
melakukan inspeksi lapangan.
Inspeksi lapangan dapat dilakukan
berdasarkan laporan
masyarakat/instansi lain  terkait
pelanggaran pemenuhan kewajiban

Badan Usaha.
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X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS
BUMI
KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202

c) Menyusun jadwal, anggaran, dan
sumber daya manusia pelaksana
pengawasan.

d) Melakukan koordinasi dan
mempersiapkan  perangkat  kerja

pengawasan yang diperlukan.

Pelaksanaan Inspeksi lapangan:
a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:

(1) kesesuaian sarana dan fasilitas
dengan Izin yang telah diberikan
dan/atau yang diajukan;

(2) skema kegiatan usaha;

(3) kesesuaian antara data dan
dokumen di lapangan dengan
laporan Badan Usaha yang
disampaikan secara elektronik;

(4) kesesuaian komoditas yang
diangkut dengan Izin yang telah
diberikan;

(5) status kegiatan dan masa berlaku
Izin;

(6) pemenuhan kewajiban lainnya.

b) Pembuatan Berita Acara

c) Menyusun laporan hasil inspeksi
lapangan kepada pimpinan

d) Melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil inspeksi lapangan apabila

diperlukan.

Perangkat Kerja Pengawasan:

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengawasan laporan Badan Usaha
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b)

d)

dan inspeksi lapangan yang telah
ditetapkan.

Aplikasi pelaporan online minyak dan
gas bumi dan email.

Perangkat kerja untuk pengawasan
laporan Badan Usaha adalah data
yang  meliputi perizinan  yang
diberikan, jenis kegiatan, lokasi
usaha, sarana dan fasilitas yang
dimiliki, komoditas dan lain
sebagainya.

Perangkat kerja untuk inspeksi
lapangan antara lain berupa surat
tugas pengawasan dari pimpinan
unit, format dan substansi berita
acara inspeksi lapangan dan lain
sebagainya.

Laporan pelaksanaan inspeksi
lapangan yang disusun berdasarkan
Berita Acara inspeksi lapangan yang
memuat kondisi kegiatan usaha,
pemenuhan kewajiban Badan Usaha
dan temuan di lapangan lainnya yang

disampaikan kepada pimpinan unit.

3) Hak dan kewajiban pelaksana
pengawasan
Hak Pelaksana Pengawasan:
Pengawas berhak meminta data yang
diperlukan pada saat pengawasan

kepada Badan Usaha.
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S)

Kewajiban Pelaksana Pengawasan

a) melaksanakan pengawasan sesuai
dengan prosedur pengawasan yang
telah ditetapkan;

b) membuat Berita Acara;

c) menyusun laporan hasil inspeksi
lapangan kepada pimpinan;

d) melaksanakan tindak lanjut laporan
hasil inspeksi lapangan apabila
diperlukan; dan/atau

e) menyusun laporan hasil pengawasan

untuk disampaikan kepada pimpinan.

4) Pelaksana pengawasan

Pelaksana pengawasan adalah pegawai
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Bumi.

Kompetensi Pengawas

Pelaksana  pengawasan  memahami
skema usaha, riwayat perizinan usaha,
daftar dan kapasitas serta teknologi
sarana dan fasilitas yang digunakan,
standar dan mutu produk minyak dan
gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
dokumen kelengkapan baik administratif
dan teknis dari Badan Usaha serta

peraturan perundang-undangan terkait.

Mekanisme, format dan substansi
laporan.

Mekanisme penyampaian laporan:
Laporan pelaksanaan kegiatan usaha

disampaikan oleh Badan Usaha kepada
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Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
secara elektronik setiap 1 (satu) bulan

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Substansi laporan  paling  sedikit

memuat:

a) Pelaporan bulanan kegiatan
pengangkutan minyak dan gas bumi
(selain moda pipa):

(1) Nama perusahaan;

(2) Produk yang diangkut;

(3
(4

)
)
) Asal/titik pengambilan produk;

) Provinsi asal pengambilan produk;
(5) Tujuan/titik penyerahan produk;
(6) Provinsi tujuan penyerahan

produk;
(7) Volume supply;
(8) Volume angkut; dan
(9) Satuan volume.

b) Pelaporan bulanan kegiatan
pengangkutan minyak dan gas bumi
melalui moda pipa:

(1)
(2)

(3) Produk yang diangkut;

(4) Ruas pipa pengangkutan;

(5) Koordinat (titik awal dan titik
akhir);

(6) Spesifikasi  pipa: DIAMETER

(INCH), Panjang (Km), Kapasitas

Nama perusahaan;

Wilayah Usaha;

Desain Pipa

(MMSCFD/BOPD/KL/Ton/hari);
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(7) Total kapasitas pipa terpakai
(Utilized Capacity);

(8) Satuan total kapasitas pipa
terpakai;

(9) Shipper,

(10) Perjanjian Pengangkutan Gas
(GTA): Jenis Kontrak, Kapasitas
Terkontrak, Jangka Waktu
Kontrak;

(11) Sumber pasokan;

(12) Offtaker,

(13) Lokasi titik terima;

(14) Volume di Titik Terima
(MMSCF/Barrel/KL/Ton);

(15) Lokasi Titik Serah; dan

(16) Volume di Titik Serah
(MMSCF/Barrel/KL/Ton).

c) Pelaporan bulanan Izin Usaha
Sementara:

(1) Nama perusahaan;

)
(2) Wilayah Usaha;
)
)

(3) Ruas pipa pengangkutan;
(4) Koordinat (titik awal dan titik
akhir);

(5) Perkembangan pembangunan dan
perizinan; dan

(6) Dokumentasi.

6) Saluran pengaduan masyarakat
Contact Center ESDM 136

Email: callcenter.migas@esdm.go.id




